BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR |4 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
secara terpadu, menyeluruh dan
berkesinambungan;

b. bahwa upaya peningkatan kesehatan dilakukan
pemerintah salah satunya dengan
mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan = Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

P
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Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Karimun, Kabupaten  Natuna, Kabupaten
Kuantan Singing, dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor } 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Péngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1223);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1783);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten
Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 63);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan
yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke
Daerah untuk membiayai operasional kegiatan
program prioritas nasional di bidang kesehatan
yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah.
Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya
di singkat BOK adalah dana yang digunakan
untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan bidang kesehatan, khususnya
pelayanan di Puskesmas, penurunan angka
kematian ibu, angka kematian bayi, dan
malnutrisi.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
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kesehatan yang menyelenggérakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakanp upaya promotif dan preventif
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yangy setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan dan
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan
untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan
penyakit dan promosi kesehatan oleh pemerintah
dan masyarakat.

Upaya Kesehatan Masyarakat Primer yang
selanjutnya disebut UKM Primer adalah
merupakan upaya kesehatan yang wajib dan
harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk
mencapai standar pelayanan minimal kesehatan.
Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder yang
selanjutnya disebut UKM Sekunder adalah
penyelenggaraan setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan oleh Dinas sebagai fasilitas rujukan
upaya kesehatan masyarakat di tingkat
Puskesmas.

Upaya Kesehatan Masyarakat Pengemt?angan
yang selanjutnya disebut UKM Pengembangan
adalah merupakan upaya kesehatan masyarakat
yang kegiatannya memerlukan upaya yang
sifatnya inovatif, ekstensifikasi, dan intensifikasi
pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah

kesehatan kekhususan wilayah kerja dan potensi
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sumber daya yang tersedia di* masing-masing
Puskesmas.

Nusantara Sehat adalah program penempatan
Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang merupakan
upaya pendayagunaan secara khusus Tenaga
Kesehatan berbasis tim dalam kurun waktu
tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu guna
meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan di Daerah tertinggal, perbatasan dan
kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang
selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan
untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi
melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangah
untuk melakukan upaya kesehatan.

Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya di
singkat BMHP adalah alat kesehatan yang di
tujukan untuk penggunaan sekali pakai (single

use).

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraaan bagi Daerah dalam

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK

Nonfisik BOK untuk mencapai target prioritas nasional

bidang kesehatan.



BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3
Tujuan diselenggarakannya DAK Nonfisik BOK adalah

untuk mendukung operasional fungsi rujukan Usaha
Kesehatan Masyarakat Sekunder dan dukungan
manajemen yang meliputi:

a. Usaha Kesehatan Masyarakat;

b. Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyakit; dan

c. Pengujian kalibrasi alat kesehatan.

Pasal 4
Sasaran DAK Nonfisik BOK adalah:

a. Puskesmas;
b. Dinas; dan

c. Bagian Farmasi.

Pasal 5
(1) Ruang Lingkup DAK Nonfisik BOK diutamakan

untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan
preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan,
yang meliputi:
a. Puskesmas;
b. kabupaten,;
c. kefarmasian;
d. stunting; dan
e. dukungan manajemen BOK kabupaten dan
jaminan persalinan. i

(2) DAK Nonfisik BOK untuk Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk
mendukung operasional fungsi rujukan UKM

Primer, meliputi:

PARAF KOORDINASI a. UKM Primer program Indonesia sehat-
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Pengembangan, dan fungsi manajemen
Puskesmas;

b. pemicuan STBM desa lokus;

c. dukungan operasional UKM Tim Nusantara
Sehat; dan

d. pényediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

DAK Nonfisik BOK untuk kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk

mendukung operasional fungsi rujukan UKM

Sekunder dan dukungan manajemen, meliputi:

a. Usaha Kesehatan Masyarakat;

b. Upaya Pengendalian Penyakit dan Pencegahan
Penyakit; dan

c. Pengujian kalibrasi alat kesehatan.

DAK Nonfisik BOK untuk kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:

a. distribusi obat, vaksin, dan BMHP; dan

b. pemanfaatan sistem elektronik logistik obat
dan BMHP di intalasi farmasi.

DAK Nonfisik BOK untuk Stunting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk

mendukung program penurunan stunting meliputi:

a. penyusunan regulasi tentang stunting;

b. penyusunan rencana aksi daerah; ‘

c. koordinasi, konvergensi lintas program/lintas
sektor;

d. penguatan, penggerakan dan pelaksanaan,
intervensi spesifik, dan sensitif;

e. monitoring dan evaluasi;
pencatatan dan pelaporan;

g. orentasi strategi komunikasi perubahan
perilaku; dan

h. kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah.
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(6) DAK Nonfisik BOK untuk dukungan manajemen

BOK kabupaten dan jaminan  persalinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diarahkan untuk:
a. rujukan persalinan;
b. sewa dan operasional rumah tunggu
kelahiran;
c. dukungan biaya persalinan; dan
manajemen khusus untuk lokus angka

kematian ibu-angkat kematian bayi.

BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 6

DAK Nonfisik BOK diarahkan dan dimanfaatkan untuk:

a.

o

meningkatkan kinerja Puskesmas, balai kesehatan
masyarakat, dan Dinas dalam upaya kesehatan
promotif dan preventif;

mendukung peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat melalui program
Nusantara Sehat di Puskesmas;

mendukung kelanjutan program STBM agar
terwujud desa stop buang air sembarangan;
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program
indonesia sehat melalui pendekatan keluarga;
mendukung penurunan stunting, outbreak respond
dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian
prioritas nasional,

bersinergi dengan sumber dana lain dengan
menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan
akuntabilitas dan transparansi; ‘
biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dan

menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam

. jumlah yang cukup di Puskesmas; dan
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biaya pemanfaatan sistem informe.isi atau aplikasi
logistik obat dan BMHP secara elektronik
bertujuan untuk memperkuat pengelolaan obat
dan BMHP di Instalasi Farmasi.

Pasal 7

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK dilakukan dengan cara:

a.

® o o o

penyusunan rencana kegiatan;
penganggaran;

pelaksanaan kegiatan;
pelaporan; dan

monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

Prinsip dasar pemanfaatan DAK Nonfisik BOK

berpedoman pada:

a. keterpaduan, kegiatan direncanakan dan

dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk
mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan
melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan
(Dinas  provinsi/kabupaten/Puskesmas), kader
kesehatan, lintas sektor serta unsur lain, dalam
penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang
dan seksi berdasarkan struktur perangkat daerah
tetapi untuk pelaksanaan program  secara
terintegrasi;

efisien, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat,
cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai
tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi
dengan sumber pembiayaan lain;

efektif, kegiatan dilaksanakan berdaya ungkit tinggi
terhadap pencapaian prioritas nasional, penetapan
kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas

penyelesaian masalah;
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d. akuntabel, pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK
~harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan

ketentuaan Peraturan Perundang-undangan;

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

Pengalokasian DAK Nonfisik BOK Kesehatan terdiri dari:
a. Pengalokasian BOK Puskesmas;

b. Pengalokasian BOK Dinas;

c. Pengalokasian BOK distribusi obat; dan

d. Pengalokasian BOK stunting.

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas

Pasal 10

(1) Setiap Puskemas yang menjadi sasaran
Nusantara Sehat diberikan alokasi tambahan
sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) per tim Nusantara Sehat per
tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan
DAK Nonfisik BOK Puskesmas.

(2) Setiap Puskesmas yang menjadi STBM diberi
tambahan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) per desa STBM pertahun.

Pasal 11
(1) Alokasi DAK Nonfisik BOK per Puskesmas

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
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Alokasi DAK Nonfisik BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

memperhatikan kriteria antara lain:

a.

b
c.
d

=, 0

jumlah penduduk di wilayah kerja;

luas wilayah kerja;

kondisi sarana transportasi;

kondisi geografis;

jumlah tenaga kesehatan masyarakat;

dana kapitasi jaminan kesehatan nasional
yang diperoleh Puskesmas; dan

kriteria lain sesuai aturan yang berlaku di
daerah.

Pasal 12

(1) Bentuk kegiatan Puskesmas yang didanai melalui
DAK Nonfisik BOK berupa:

a.

d.

UKM Primer Program Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga, UKM esensial, UKM
Pengembangan, dan fungsi manajemen;
pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
desa lokus;

dukungan operasional UKM tim Nusantara
Sehat; dan

penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.

(2) Bentuk kegiatan UKM Primer program indonesia

SERETARIS DAERAN
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sehat-pendekatan keluarga, UKM esensial dan

UKM Pengembangan, fungsi manajemen

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a.
b.

kegiatan program Indonesia sehat;
UKM essensial yang meliputi:

1. upaya kesehatan keluarga;

2 upaya‘perbaikan gizi masyarakat;
3. upaya kesehatan lingkungan;
4

upaya promosi kesehatan;
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5. deteksi dini dan penemuan kasus;
penyelidikan epidemiologi dan respon
kejadian luar biasa;

7. pencegahan penyakit dan pengendalian

’ faktor resiko;

8 . pengendalian penyakit; dan

9. pemberdayaan masyarakat.

c. UKM Pengembangan yang meliputi:

1. pelayanan kesehatan kerja;

2. pelayanan kesehatan olah raga; dan

3. pelayanan kesehatan lain termasuk lokal
spesifik.

d. fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi:

1. manajemen Puskesmas;

2. penyediaan BMHP;

3. konsultasi, dan pembimbing teknis; dan

4. sistem informasi.

Bagian Kedua

Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan Dinas

Pasal 13

(1) Pengalokasian DAK Nonfisik BOK untuk Dinas
dalam rangka mendukung operasional fungsi
rujukan UKM Sekunder dan dukungan
manajemen.

(2) Fungsi rujukan UKM Sekunder dan dukungan
manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:

a. UKM;
b. upaya pengendalian dan pencegahan penyakit;
c. pengujian kalibrasi alat kesehatan; dan

PARAF KOORDINASI } d. dukungan manajemen BOK dan jaminan
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Bagian Ketiga
Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan

Distribusi Obat

Pasal 14
DAK Nonfisik BOK untuk distribusi obat, vaksin,
dan BMHP serta dukungan pemanfaatan sistem
informasi atau aplikasi logistik obat atau BMHP
secara elektronik dialokasikan untuk biaya
distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas
dan peneapan sistem informasi secara elektronik di

Bagian Farmasi Dinas.

Bagian Keempat
Pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan

Stunting

Pasal 15
(1) Pengalokasian DAK Nonfisik BOK untuk Stunting
melalui program percepatan penurunan stunting
yang ditetapkan sebagai program prioritas dan
merupakan komitmen baik tingkat nasional
maupun daerah.

(1) Program percepatan penurunan stunting
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
diperuntukan untuk penanganan stunting tahun
anggaran berjalan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan. '

(2) Program  percepatan  penurunan  stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

dukungan khususnya untuk konvergensi,

PARAF KOORDINASH koordinasi dan konsolidasi program stunting
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BAB YV
PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 16
DAK Nonfisik BOK Kesehatan dapat digunakan
untuk melaksanakan kegiatan dan UKM di setiap
jenjang (primer, sekunder, dan tertier) serta
kegiatan dukungan manajemen.
Penggunaan DAK Nonfisik BOK Kesehatan
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
diperuntukkan atas:
a. Pengunaan BOK Puskesmas;
b. Pengunaan BOK Kesehatan kabupaten;
c. Pengunaan BOK Kesehatan Stunting; dan

d. Pengunaan BOK Kesehatan Kefarmasian.

Bagian Kesatu

Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat

Kesehatan Masyarakat

Pasal 17
(1) Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas
meliputi:
a. UKM Primer;
b. dukungan operasional UKM Tim Nusantara

Sehat;

Pemicuan STBM desa lokus;

d. menyelenggarakan kegiatan UKM lainnya;

penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung
intervensi perubahan perilaku program prioritas;
operasional kegiatan outbreak respond/kejadian
luar biasa dan kegiatan lain yang terkait
pencapaian prioritas nasional; dan

penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
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(2) Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
UKM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperuntukan pada program Indonesia
sehat dengan pendekatan keluarga, UKM esensial,
UKM Pengembangan dan fungsi manajemen
Puskesmas, yang meliputi:

a. penyelenggaraan Kkegiatan program Indonesia
sehat dengan pendekatan keluarga;

b. menyelenggarakan berbagai UKM esensial dan
UKM Pengembangan di luar gedung dan kerja
sama lintas sektoral; dan

c. menyelenggarakan fungsi manajemen
Puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan
mini lokakarya Puskesmas dan pengawasan/
pelaporan/penilaian kinerja Puskesmas.

(3) Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa:

a. penyediaan operasional UKM yang dilaksanakan
oleh Tim Nusantara Sehat berbasis dan
ditepatkan di Puskesmas; dan

b. kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara
Sehat tetap terintegrasi dengan kegiatan
Puskesmas dimana Tim tersebut berada.

(4) Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
pemicuan STBM desa lokus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ berupa:

a. penyelenggarakan kegiatan pemicuan 'STBM
untuk menwujudkan desa STBM;

b. pengawasan kualitas air minum terutama untuk
daerah lokus STBM; dan

selain Puskesmas yang termasuk dalam lokus

&
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Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
menyelenggarakan kegiatan UKM lainnya yang
bersifat prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
maupun Daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/
pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang
ditetapkan, atau program prioritas lain baik
nasional maupun daerah.

Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung
intervensi perubahan perilaku program prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
berupa edukasi pemberian makanan bayi dan
anak, kelas ibu, orentasi tumbuh
kembang/stimulasi dekteksi intervensi dini tumbuh
kembang, kegiatan pemberdayaan masyarakat
lainnya.

Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
operasional kegiatan outbreak respond/kejadian
luar biasa dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f terkait pencapaian prioritas
nasional.

Penggunaan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
penyediaan tenaga dengan perjanjian Kkerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
seperti: penyediaan tenaga promosi keséhatan,
sanitarian, nutrisionis, tenaga kesehatan
masyarakat lainnya, analis laboratorium dan
tenaga pembantu  pengelola keuangah di

puskesmas.

Pasal 18

Bentuk kegiatan yang didanai melalui DAK Nonfisik

BOK Puskesmas meliputi:

a.

UKM Primer;
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b. pemicuan STBM desa lokus;

c. dukungan operasional UKM Tim Nusantara; dan

d. penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian,
nurtisionis, tenaga kesehatan masyarakat lainnya
dan tenaga pembantu pengelola keuangan di

Puskesmas.

Pasal 19
Bentuk kegiatan DAK Nonfisik BOK Puskesmas untuk
UKM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. kegiatan program Indonesia sehat;
b. UKM esensial;
c. UKM Pengembangan; dan

d. fungsi manajemen Puskesmas.

Paragraf 1
Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

Pasal 20
Bentuk kegiatan UKM esensial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
pembinaan kesehatan keluarga;
upaya pelayanan gizi masyarakat;
upaya kesehatan lingkungan;
upaya promosi kesehatan;
deteksi dini dan penemuan kasus;

surveilans dan respons kejadian luar biasa;

®m ™o a0 T

pencegahan penyakit dan pengendalian faktor
risiko; dan

h. pengendalian penyakit.

——
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Pasal 21
Bentuk kegiatan UKM esensial pembinaan kesehatan
keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a terdiri atas:
a. pelayananan kesehatan ibu;
b. pembiﬁaan pelayanan bayi baru lahir;
c. pembiayaan pelayanan balita dan anak pra sekolah
d. pembinaan pelayanan anak usia sekolah dan
remaja;
e. pembinaan pelayanan usia reproduksi dan keluarga
berencana; dan

f. pembinaan pelayanan kesehatan lanjut usia.

Pasal 22
Bentuk kegiatan UKM esensial upaya pelayanan gizi
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b terdiri atas:
a. pendidikan gizi;
b. suplementasi gizi; dan

c. surveilans gizi.

Pasal 23

Bentuk kegiatan UKM esensial upaya kesehatan

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf c terdiri atas: ‘

a. insfeksi kesehatan lingkungan untuk tempat dan
fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan dan
sarana air minum,

b. pemeriksaan kualitas air minum, makanan,udara
dan bangunan, limbah cair dan limbah medis,
pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel dan
pengujian sempel;
orientasi natural leader, STBM, penjamah makanan

dan kader kesling lainya;
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d. pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM,
Implementasi Higiene Sanitasi Pangan di rumah
dan sekolah, rencana pengamanan air minum di
kumunal, Methodologi Participatory Assessment
Farticipatory Hygiene ans Sanitation Transformation
di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel
serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya;

e. mewujudkan desa STBM meliputi pemicuan,
identifikasi masalah dan alisis situasi pelaku
kesehatan, = monitoring paska pemicuan,
penyusunan apdete peta sanitasi dan buku kader,
kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye
hygiene sanitasi sekolah, survey kualitas air minum
(pra dan paska kontruksi) serta verifikasi stop
buang air besar sembarangan;

f. pembinaan paska pemberdayaan = termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa
stop buang air besar sembarangan dan tempat
tempat umum, tempat pengolahan makanan yarig
memenuhi syarat;

g. pengambilan sampel dalam rangka  surveilans
kualitas air minum,

h. sosialisasi dan edukasi bahaya merkuri; dan

i. pemeriksaan kesehatan terkait pajanan merkuri
dari kegiatan Penambang Emas Skala Kecil (PESK)

bagi pekerja dan masyarakat.

Pasal 24
Bentuk kegiatan UKM esensial upaya promosi
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf d yang meliputi:
a. penyegaran/refreshing, orentasi tenaga kesehatan/
kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara
terpadu termasuk materi orientasi komunikasi antar

pribadi;



PARAFKO

ORD mm}

SEXREVARIS DATRAM

ISSRTER

L6

*‘/wwk

ﬁ%%&&

21-

penyuluhan kelompok, penyuluhari massal tentang
UKM esensial dan UKM Pengembangan;

survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa;

d. advokasi lintas program/lintas sektor tingkat desa,

kecamatan bidang kesehatan;

. penggerakan keluarga/masyarakat untuk

mendukung UKM esensial dan UKM Pengembangan;
pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok
tentang UKM esensial dan UKM Pengembangan; dan
penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor,

dunia usaha.

Pasal 25

Bentuk kegiatan UKM esensial berupa deteksi dini dan

penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 huruf e terdiri atas:

a.

deteksi dini kasus hiv/aids, tuberkolosis (tbc),
hepatitis pada ibu hamil dan kelompok berisiko;

. deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di

pos bindu,;

deteksi dini dan konseling masalah kesehatan jiwa
dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
penemuan kasus penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I), kasus kontak TB, kasus
kontak kusta, dan kasus mangkir serta orang
dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya; dan

kunjungan kasus acute flaccyd paralysis.

Pasal 26

Bentuk kegiatan UKM esensial berupa surveilans dan

respon kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf f terdiri atas:

a.

surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
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surveilans aktif ke pelayanan késehatan swasta
kasus penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainya;
surveilans migrasi malaria;

surveilans penyakit menular, penyakit tidak
menular dan masalah kesehatan jiwa dan napza di
masyarakat;

surveilans penyakit menular, penyakit tidak
menular dan masalah kesehatan jiwa dan napza di
institusi pendidikan;

pendataan dan validasi sasaran, hasil cakupan
imunisasi atau pemberian obat pencegahan
massal serta rapid convenience assessment;
verifikasi romor dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB),
sinyal Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) dan atau masalah kejiwaan,

pendidikan  epidemiologi penyakit potensial
kejadian luar biasa/wabah termasuk outbreat
response immunization,

pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit
potensial kejadian luar biasa;

pemantauan kontak;

analisa hasil pendidikan epidemiologi dan
diseminasi informasi diwilayah kerja puskesmas;
pelacakan kasus ikutan atau reaksi minum obat
pada kegiatan pemberian obat pencegahan massal;

dan

. surveilans bintang pembawa penyakit serta

pengirim specimen untuk konfirmasi;
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Pasal 27

Bentuk kegiatan UKM esensial berupa surveilans dan

respon kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 huruf g terdiri atas:

a.
b.

.
@

pelayanan imunisasi rutin dan lanjutan,;
sosialisasi imunisasi rutin dan Bulan Imunisasi
Anak Sekolah (BIAS);

pemberian obat pencegahan massal untuk
pencegahan penyakit;

distribusi obat pemberian obat pencegahan
massal;

sweeping imunisasi;

sweeping paska pemberian obat pencegahan
massal,

pengendalian vektoer (pemberantasan sarang
nyamuk, larvasidasi, foging, indoor residual
spraying, modifikasi lingkungan;

pemantauan jentik secara berkala;

distribusi kelambu dan masker ke kelompok
sasaran;

monitoring penggunaan kelambu;

penerapan kawasan tanpa rokok;

konseling upaya berhenti merokok, masalah
kesehatan jiwa dan tuberculosis (TBC);
monitoring, bimbingan teknis pelaksana
kegiatan pos pembinaan terpadu; |
Pengendalian faktor penyakit risiko penyakit dan
masalah kesehatan jiwa pada situasi kejadian
luar biasa, situasi khusus dan bencana; '
pemberian zinc pada seluruh balita di situasi
khusus dan bencana; dan

kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah.
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Pasal 28

Bentuk kegiatan UKM esensial pengendalian penyakit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h terdiri
atas:

a.

pendampingan penderita  penyakit menular
menahun, gangguan jiwa dan napza,

kunjungan rumah untuk manajemen kasus sesuai
dengan pedoman termasuk pengawasan minum

obat;

. follow up tatalaksana dan pencegahan cacat kasus

kusta dan penyakit menular lainnya serta
gangguan jiwa,
advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi

lintas program/lintas sektor; dan

. pemberdayan masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat E

Pengembangan

Pasal 29

Bentuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas untuk

UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (c) meliputi:

a.
b.

C.

pelayanan kesehatan kerja;
pelayanan kesehatan olah raga; dan
pelayanan kesehatan lainnya termasuk, lokal

spesifik.
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Paragraf 3

Fungsi Manajemen Puskesmas

Pasal 30
Bentuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas fungsi
manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (d) meliputi:
a. manajemen Puskesmas;
b. penyediaan bahan habis pakai;
c. konsultasi, pembinaan teknis; dan
d.

sistem informasi.

Pasal 31
Bentuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas untuk
pemicuan STBM desa lokus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b yaitu untuk mewujudkan desa
STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan
Puskesmas meliputi:
a. pemicuan, identifikasi masalah dan analisis situasi -
perilaku kesehatan;
b. monitoring paska pemicuan, penyusunan dan
update peta sanitasi;
c. kompanye hygiene sanitasi sekolah;
survey kualitas air minum (pra dan .paska
konstruksi); dan
e. verifikasi stop buang air besar sembarangan .(SBS).
Pasal 32
Bentuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas untuk
dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c yaitu
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melakukan kegiatan inovasi yang mendukung UKM

esensial dan UKM Pengembangan.

(2)

Paragraf 5

Tenaga Kesehatan

Pasal 33

Bentuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas untuk

penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian,

nutrisionis, tenaga kesehatan masyarakat lainnya

dan tenaga pembantu pengelola keuangan di

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf d berjumlah maksimal 4 (empat) orang

tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian
kerja.

Penetapan maksimal 4 (empat) orang tenaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi
persyaratan yang telah ditentukan.

Kualifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sebagai berikut:

a. tenaga promosi kesehatan, berpendidikan
minimal D3 kesehatan masyarakat jurusan
peminatan promosi kesehatan/ilmu perilaku,
diutamakan yang memiliki pengalaman kerja
minimal 1 (satu) tahun dibidangnya;

b. tenaga sanitarian, berpendidikan minimal D3
kesehatan lingkungan/S1 - kesehatan
masyarakat diutamakan jurusan/peminatan
kesehatan lingkungan, diutamakan yang
minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun
dibidangnya; '

c. tenaga nutrisionis, berpendidikan minimal D3
Gizi/SI kesehatan masyarakat diutamakan
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jurusan/peminatan Gizi/SI éizi, diutamakan
yang menimal pengalaman kerja 1 (satu)
tahun dibidangnya;

d. tenaga kesehatan masyarakat lainnya,
berpendidikan minimal D3 kesehatan
masyarakat, epidemiologi, entomologi,
kesehatan kerja dan lain-lain diutamakan
yang menimal pengalaman kerja 1 (satu)
tahun dibidangnya; dan

e. tenaga  pembantu pengelola  keuangan
berpendidikan minimal D3/SI
ekonomi/akuntansi diutamakan yang
mempunyai pengalaman kerja 1 (satu) tahun

dibidangnya.

Pasal 34

Proses penerimaan tenaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh Dinas,

sedangkan ikatan perjanjian kerja ditandatangani

oleh Kepala Puskesmas dan tenaga yang

bersangkutan.

Ketentuan perihal perjanjian kerja minimal

memuat:

a. besaran honor yang dibayarkan;

b. target kinerja bulanan yang dibuat secara
tertulis (output based performance); |

c. hak/fasilitas yang setara dengan staf
puskesmas lainnya termasuk jaminan
kesehatan nasional dan biaya oper;qsional
kegiatan  sesuai Peraturan Perundang-
undangan; dan

d. lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran
yang berlaku pembiayaan bersumber dari
dana BOK Puskesmas.
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Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan

Kabupaten

Pasal 35

Kegiatan DAK Nonfisik BOK kabupaten meliputi:

a. rapat/pertemuan/workshop/lokakarya dalam
rangka koordinasi, advokasi, sosialisasi,
evaluasi pelaporan program UKM;

b. orientasi/pelatihan program UKM; dan
pembinaan teknis, pemantauan evaluasi,
fasilitasi teknis, surpervisi terpadu.

Penggunaan DAK Nonfisik BOK kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

ditujukan pada:

a. UKM;

b. upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit;

c. penguji kalibrasi alat kesehatan; dan
dukungan manajemen BOK dan jaminan

persalinan.

Pasal 36

Penggunaan DAK Nonfisik BOK kabupaten pada UKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a

meliputi:

a. pembinaan gizi masyarakat;

b. pembinaan kesehatan keluarga;

c. pembinaan pelayanan balita dan anak pra sékolah;

d. pembinaan dan pelayanan anak usia sekolah dan
remaja;

€. pembinaan pelayanan usia reproduksi dan
keluarga berencana,;

f. pembinaan pelayanan kesehatan lanjut usia;

g pembinaan upaya kesehatan kerja dan olah raga;
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h. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
dan

i. penyehatan lingkungan.

Pasal 37

Penggunaén DAK Nonfisik BOK kabupaten pada upaya

pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:

a. advokasi dan koordinasi lintas program/lintas
sektor dalam rangka pencegahan penyakit,;

b. rujukan pengujian spesimen surveilans, sentinel
dan dugaan kejadian luar biasa;

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi
tenaga Puskesmas dalam rangka surveilans
epidemiologi, penyelidikan pidemiologi, pencegahan
dan pengendalian penyakit serta masalah kejiwaan
dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);

d. pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis
terpadu Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
(P2P) ke Puskesmas dan rumah sakit terkait
program pencegahan dan pengendalian penyakit;

e. penyelidikan epidemiologi dugaan kejadian luar
biasa atau masalah kejiwaan yang tidak dapat
diatasi oleh kabupaten kegiatan dapat berupa
investigasi kasus, penyelidikan epidemiologi,
analisis hasil penyelidikan epidemiologi dan
pemantauan kontak;

f. pembinaan dan pengawasan program pengendalian
dan pemberantasan penyakit (P2P) (bimtek,
monitoring dan evaluasi dan supervisi);

g. penyusunan dan penyediaan media komunikasi,
informasi, dan edukasi;

h. koordinasi terpadu lintas program dan lintas
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i. pendamping pemberdayaan masyarakat dalam
rangka pembentukan kader pengendalian dan
pemberantasan penyakit (P2P) di Puskesmas; dan

j. kegiatan lain sesuai prioritas daerah.

Pasal 38

(1) Penggunaan DAK Nonfisik BOK kabupaten
pengujian kalibrasi alat kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf ¢ berupa
pengujian aiat kesehatan puskesmas, pembiayaan
penguji kalibrasi alat kesehatan puskesmas.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan standar  biaya
pemerintah, dan dilakukan oleh Balai Pengujian
Fasilitas Kesehatan atau Institusi Penguji Fasilitas
Kesehatan yang memiliki izin operasional dari

Kementerian Kesehatan serta lembaga akreditasi.

Pasal 39

Penggunaan DAK Nonfisik BOK kabupaten pada

dukungan manajemen BOK dan jaminan persalinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d

digunakan untuk:

a. perencanaan, penggerakan / pelaksanaan
pembinaan, sosialisasi lintas program/lintas sector
dalam rangka perencaan penggerakan/pelaksana
monitoring evaluasi pelaporan BOK;

b. monitoring pelaksanaan BOK jaminan persalinan
1. melaksanakan konsultasi pemerintah provinsi

dan pemerintah pusat; dan

2. dukungan administrasi (alat tulis kantor,

PARAFKOORDINASE materai, penggandaan, percetakan bahan
giiizﬁ“’nﬁ@%‘} ﬁ/t pertemuan, monev, penyediaan bahan habis
b pakai dan jasa internet).

L AN E/K/;
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Bagian Ketiga

Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting

Pasal 40

Penggunaan DAK Nonfisik BOK Stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ ditujukan untuk:

a.
b.

(2)

(3)
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kabupaten lokus; dan
jenis pembiayaan dan pemanfaatan dana BOK

stunting.

Pasal 41

Penggunaan kabupaten lokus pada DAK Nonfisik

BOK Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 ayat (1) digunakan dalam upaya percepatan

penurunan stunting di Daerah.

Penggunaan dan pemanfaatan jenis pembiayaan

dan pemanfaatan DAK Nonfisik BOK stunting

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan
konsolidasi.

Penggunaan dan pemanfaatan koordinasi,

konvergensi dan konsolidasi DAK Nonfisik BOK

Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rangka:

a. penyusunan regulasi tentang stunting;

b. penyusunan rencana aksi daerah;

c. koordinasi, konvergensi lintas program, lintas
sektor;

d. penguatan, penggerakan, dan pelaksanaan
intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa
lokus;

e. monitoring dan evaluasi lintas program dan

multi sektor;

las]

evaluasi, pencatatan pelaporan intervensi dan

hasil kegitan melalui sistem surveilans gizi;
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g. penyusunan regulasi dan strategi komunikasi
perubahan perilaku;

h. orientasi komunikasi antar pribadi, pemberian
makan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk,
sanitasi total berbasis masyarakat, penggerakan
masyarakat untuk kesehatan ibu dan anak;

i. konsultasi ke pemerintah provinsi dan
pemerintah; dan/atau

j. mengikuti pertemuan yang diselenggarakan
pemerintah pusat yang berkaitan dengan

percepatan penurunan stunting.

Pasal 42
Untuk kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi
percepatan BOK stunting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (3) biaya yang dapat dikeluarkan meliputi:
a. Dbelanja transportasi lokal;
b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
bagi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil
negara;
belanja bahan pakai habis;
belanja pembelian material pendukung kegiatan;
belanja makan minum;
belanja pertemuan/meeting;

belanja honor narasumber; dan

= S S T - N e

belanja penggandaan dan percetakan.

Bagian Keempat
Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan

Kefarmasian

Pasal 43
(1) Penggunaan DAK Nonfisik BOK kefarmasian

digunakan untuk kegiatan antara lain;




(2)

(3)
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a. distribusi obat, vaksin dan BMHP dari
Kabupaten ke Puskesmas; dan

b. dukungan pemanfaatan sistem informasi atau
aplikasi logistik obat dan BMHP secara
elektronik.

distribusi obat, vaksin, dan BMHP dari Kabupaten

ke Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

a. perjalanan dinas/transportasi bagi petugas
instalasi kabupaten ke Puskesmas;

b. bahan bakar atau baiya sewa alat transfortasi
distribusi obat, biaya bahan pengepakan obat,
vaksin BMHP, biaya yang di maksud adalah
untuk satu kali pengantaran;

c. Jjasa pengiriman melalui pihak ketiga
(ekspedisi pengirim barang); dan

d. Dbiaya tenaga bongkar muat.

dukungan pemanfaatan sistem informasi atau

aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. pendamping manajemen logistik obat dan
indikator kesediaan obat dan vaksin esensial
dengan mengundang puskesmas dan kegiatan
pengembangan e-logistik sesuai ketentuan
kementerian kesehatan; |

b. biaya perjalanan dinas atau transportasi bagi
petugas Dinas untuk melakukan konsultasi
pemanfaatan sistem informasi atau éplikasi
logistik obat ke pemerintah provinsi;

c. biaya langganan internet dengan kuota
sebanyak 6 Gb per bulan; dan

d. honorarium untuk pengelola apikasi sistem

informasi atau logistik obat dan BMHP.
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Pasal 44
Dana DAK Nonfisik BOK yang diterima Daerah dapat
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan UKM yang
meliputi:
a. BOK di Puskesmas;
b. BOK dikabupaten;
c. BOK stunting;

Pasal 45
(1) Kegiatan UKM di Puskesmas yang dapat dibiayai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a

meliputi:

a. transportasi lokal kegiatan di luar gedung
dalam lingkungan kabupaten, kecamatan dan
desa/kelurahan bagi petugas kesehatan,
sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. transportasi lokal kegiatan di luar gedung
dalam lingkungan kabupaten, kecamatan dan
desa/kelurahan bagi lintas sektor/kader
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
dan

c. perjalanan dinas pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil dari kecamatan ke
kabupaten;

d. pembelian bahan pakai habis;
belanja bahan/material untuk mendukung
pelayanan promotif dan preventif antara lain
penggandaan media, reagen, rapid tes cepat,
bahan Pemberian Makanan Tambahan
penyuluhan dan  Pemberian = Makanan
Tambahan pemulihan berbahan lokal,

f.  belanja percetakan dan penggandaan,;

|_PARAFKOORDINASI | g belanja makan dan minum Penyelenggaraan

! SENETIRINDARAM 4, | rapat- rapat, sosialisasi, pertemuan koordinasi
ESSETEN / ﬁ . . .
T T 2 i lintas program/lintas sektor;
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h. Dbelanja tenaga kontrak puskeémas;

i.  belanja honorarium narasumber maksimal 12
jam dalam setahun,

J. belanja periksaan sempel/spesimen (termasuk
pemeriksaan seleksi awal/screning calon
pedonor darah dalam rangka mendukung
program perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi (p4k);

k. belanja langganan jasa pengiriman
sampel/spesimen;

1. belanja jasa iuran premi jaminan kesehatan
nasional bagi tenaga kontrak Puskesmas;

m. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan
luar daerah bagi pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil; dan

n. belanja perjalanan luar daerah tidak
diperuntukan untuk  melakukan  studi
banding, tidak untuk melakukan atau
menghadiri rapat/pertemuan di luar wilayah
kerja kabupaten, tidak untuk konsultasi ke
provinsi.

Kegiatan UKM yang mempergunakan DAK Nonfisik

BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk

pembiayaan promosi kesehatan di media cetak

(koran, majalah, dan sejenisnya) dan media

elektronik. |

Pasal 46
Kegiatan UKM di kabupaten sebagé.imana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dimanfaatkan
untuk membiayai kegiatan yang meliputi:
a. Dbelanja transportasi lokal;
b. Dbelanja perjalanan dinas dalam dan luar
daerah bagi pegawai negeri sipil dan non

pegawai negeri sipil;
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c. Dbelanja pembelian habis pakai (non medis);

d. belanja kegiatan pertemuan/meeting di dalam
kabupaten;

e. belanja pengadaan dan percetakan,;

f. belanja material pendukung kegiatan UKM
sékunder;

g. belanja kegiatan makan dan minum kegiatan
rapat- rapat;

h. belanja honor tenaga termasuk fasilitator
kesehatan lingkungan di kabupaten;

i.  belanja honor narasumber;

j. belanja pemeriksaan sempel/spesimen;

k. belanja jasa pengiriman sempel/spesimen;

l. belanja iuran internet/pembelian pulsa
internet untuk mendung program Indonesia
sehat pendekatan keluarga;

m. belanja jasa iuran jaminan kesehatan nasional
kontrak fasilitator kesehatan lingkungan; dan

n. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan
luar daerah.

Kegiatan UKM yang mempergunakan DAK Nonfisik

BOK kabupaten tidak boleh dimanfaatkan untuk

pembiayaan promosi kesehatan dimedia cetak

(koran, majalah, dan sejenisnya) dan media

elektronik.

Pasal 47
Kegiatan UKM untuk stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 huruf ¢ dimanfaatkan
untuk membiayai kegiatan konvergensi, koordinasi
dan konsilidasi percepatan penurunan stunting.
Biaya kegiatan konvergensi, koordinasi dan
konsilidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Dbelanja transportasi lokal;
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belanja perjalanan dinas daiam daerah dan
luar daerah bagi pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil;

belanja bahan habis pakai;

belanja pembelian material pendukung
kégiatan;

belanja makan dan minum;

belanja pertemuan/meeting;

belanja pengadaan dan percetakan; dan
belanja‘ honor narasumber/tenaga ahli

pertemuan/meeting.

Pasal 48

Petunjuk pelaksanaan DAK Nonfisik Bantuan

Operasional Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINAS! |
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Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Joviuos 2020

ﬂSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

. !
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BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 4




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR w“w TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

L. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
A. UMUM

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
atau disebut DAK Nonfisik BOK merupakan bantuan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional kesehatan
dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional bidang
kesehatan, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian
dari upaya kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan menetapkein
target prevalensi stunting turun menjadi 28% (dua puluh delapan)
persen. Untuk itu dilakukan upaya kesehatan terintegrasi dalam rangka
penurunan prevalensi stunting dengan lokus di 100 (seratus)
Kabupaten/kota melalui intervensi gizi sensitif dan spesifik. BOK
diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat
dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan
untuk berperan aktif dalam pembanguhan kesehatan yang dilakukan
melalui pendekatan keluarga. Dalam mendukung operasional
Puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan BMHP di
Puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan sistem informasi
logistik secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi Kabupaten.

Pemanfaatan BOK bukan hanya untuk operasional Puskesmas
dan fungsi manajemen, tetapi juga untuk peningkatan peran Dinas
Kesehatan Kabupaten:
1. Sebagai fasilitas rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Sekunder;
PARAPKODRDINAS
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2. Kegiatan peningkatan distribusi obat ke Puskesmas dan

pemanfaatan seistem e-logistik di kabupaten

Dalam pengelolaannya BOK menggunakan mekanisme APBD.

B. TUJUAN

Untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan

Masyarakat sekunder dan dukungan manajemen yang meliputi:

a. Upaya Kesehatan Masyarakat;
b. Upaya pengendalian dan pencegahan penyakit; dan
c. Pengujian kalibrasi alat keséhatan.
C. SASARAN
a. Puskesmas dan jaringannya;
b. Dinas Kesehatan Kabupaten; dan

C.

Instalasi Farmasi sebagai UPT-nya.

D. KEBIJAKAN OPERASIONAL

a.

Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan
Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upaya kesehatan promotif dan
preventif;

Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara
Sehat di Puskesmas;

Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program STBM agar
terwujud desa stop buang air besar sembarangan (desa SBS);
Dana BOK dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Program
Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga;

Dana BOK dipergunakan untuk mendukung penurunan preyalensi
stunting, outbreak respond dan kegiatan lainnya yang terkait
pencapaian prioritas nasional;

Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain
dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan

akuntabilitas dan transparansi;



g.

4T

Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP
dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP
tersedia dalam jumlah yang cukup di Puskesmas; dan

Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem informasi atau
aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik bertujuan untuk
memperkuat pengelolaan obat dan BMHP di Instalasi Farmasi

Kabupaten.

E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penggunaan kegiatan BOK, utamanya untuk upaya

kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan

kesehatan meliputi:

a.
b.

C.

BOK untuk Puskesmas;

BOK untuk Dinas Kesehatan;

BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan
sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara
elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten; dan

BOK Stunting.

F. PENGALOKASIAN BOK

Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus

Non Fisik dialokasikan kepada setiap kabupaten dengan peruntukan

bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas

rujukan UKM sekunder dan Instalasi Farmasi Kabupaten.

a. Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan UKM

sekunder menerima alokasi sesuai yang ditetapkan ‘dalam
lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2019;

b. Setiap Puskesmas yang menjadi sasaran program Nusantara

C.

Sehat diberikan alokasi tambahan sebesar Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) per Tim Nusantara Sehat per
tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk
Puskesmas;

Setiap Puskesmas yang menjadi sasaran Program STBM diberikan

tambahan alokasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus
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ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari
alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;

d. Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas di setiap
kabupaten setelah dikurangi untuk kebutuhan Nusantara Sehat
dan desa STBM di atas di distribusikan kepada semua
Puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan
beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas
wilayah kerja Puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi
tanggung jawab Puskesmas, jumlah UKBM, jumlah sekolah, dana
Kapitasi JKN yang diterimé, jumlah tenaga pelaksana UKM,;

e. Khusus Puskesmas yang ada tim Nusantara Sehat dan atau desa
STBM maka besaran alokasi BOK Puskesmas menjadi
penjumlahan dari point (b + ¢ + d) tersebut di atas dan
tergantung ada atau tidaknya point b dan c di atas; dan

f. Alokasi BOK per Puskesmas ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

G. PENGGUNAAN DANA BOK
Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan

manjemen yang meliputi:

I. Kegiatan Puskesmas

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas
dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan upaya
kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga meliputi pendataan keluarga secara
total coverage, analisis data, intervensi berbagai masalah
kesehatan yang ditemukan serta memelihara, dan
mempertahankan kesehatan keluarga secara terintegrasi;

2. Menyelenggarakan berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat
essensial dan pengembangan di wilayah kerjanya termasuk
pelayanan kesehatan di luar gedung, pemenuhan kebutuhan
pendukung kegiatan pemberdayaan masayarakat, dan kerja

sama lintas sektoral;
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Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas yang
meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan/Mini
Lokakarya Puskesmas dan Pengawasan/Pelaporan Penilaian
kinerja Puskesmas;
Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang
dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat meliputi pelayanan
kesehatan keluar gedung khususnya untuk menjangkau
Daerah sulit/terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan
inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksana<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>